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   ABSTRAK 
 
 
Pedagang Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung telah melakukan 
praktik  pengembalian sisa pembelian dengan barang kepada mahasiswa. Hal ini 
terkadang menimbulkan permasalahan antara pedagang kantin dan mahasiswa, 
namun terkadang pihak pedagang seringkali mengabaikan keluhan mahasiswa. 
Selain itu yang menjadi masalah lainnya adalah pihak pedagang seolah-olah tidak 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menolak permen sebagai 
pengembalian sisa pembelian. Apabila mahasiswa menolak permen sebagai 
pengembalian sisa pembelian tersebut maka pihak pedagang hanya menjawab 
tidak mempunyai uang kecil. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik 
pengembalian sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pedagang Kantin 
Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan bagaimana pandangan hukum Islam 
terhadap pengembalian sisa pembelian dengan barang tersebut. Adapun penelitian 
ini memiliki tujuan untuk mengetahui praktik pengembalian sisa pembelian 
dengan barang dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik 
pengembalian sisa pembelian dengan barang. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan 
diperkaya dengan data kepustakaan. Adapun populasi dalam penelitian ini yakni 
pedagang Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berjumlah 11 orang 
dan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang berjumlah 35 orang. Sedangkan 
metode pengumpulan data yang digunakan antara lain metode wawancara atau 
interview dan obsevasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis 
kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa akad pada 
praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang merupakan akad jual beli 
yang hanya diberikan atau kebijakan pedagang tetapi tidak adanya kesepakatan 
terlebih dahulu dengan mahasiswa. Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas 
mahasiswa harus menerima uang kembalian berupa permen. Hasilnya, tawaran 
uang kembalian diganti dengan permen seperti sebuah tawaran paksaan yang 
mana mahasiswa tidak mempunyai pilihan selain berkompromi dan menerima 
permen dengan lapang dada, meski sebenarnya tidak sedang membutuhkan 
permen. Tidak jarang mahasiswa sering mengeluh dengan pengembalian sisa 
pembelian dengan barang yaitu permen, karena mahasiswa menganggap uang 
lebih penting. 
Seharusnya tidak semestinya juga pihak pedagang mengabaikan hak 
pembeli yaitu mahasiswa yang ingin agar uang kembalian berbentuk uang tunai 
bukan dalam bentuk barang yaitu permen. Kemudian dalam pandangan hukum 
Islam tidak boleh memakan harta orang lain secara batil kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku suka sama suka yaitu adanya kerelaan khususnya pihak 
pembeli. Bahwa dalam hukum Islam suatu trasaksi dapat dikatakan tidak sah jika 
adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.  
  
   
   
 MOTTO 
 
                     
            
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S : An-Nisa : 29).1 
  
                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha 
PutraSemarang, 2002), hal. 77 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan  Judul 
Sebelum menjelaskan secara rinci guna untuk lebih memahami dan 
memudahkan dalam membuat skripsi tentang pengembalian sisa pembelian 
dengan barang, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan 
secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini. 
Adapun judul skripsi ini adalah “Pandangan Hukum Islam Terhadap 
Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus pada Kantin 
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)‟‟. Untuk meghindari 
kesalahan dalam memahami judul diatas maka penulis uraikan secara singkat 
mengenai judul diatas: 
Menurut fuqaha, Hukum Islam adalah “Koleksi daya upaya para ahli 
hukum untuk Syari‟at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.2 
Pengembalian adalah proses, cara, perbuatan dengan cara 
mengembalikan atau yang dikembalikan uang nya yang belum diserahkan.
3
 
Sisa adalah kelebihan dalam suatu transaksi jual beli dalam 
pembayaran yang dilakukan. 




                                                             
2
 Hasby Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 44 
3
Deny Sugiono, Sugiono, dkk, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2011), hal. 661 
4
 Ibid, hal. 163 
 Barang secara kamus besar bahasa Indonesia berarti suatu benda 
umum (segala sesuatu yang berwujud atau yang berjasad).
5
 
Jadi, yang penulis maksud dalam pengembalian sisa pembelian 
dengan barang adalah suatu transaksi jual beli dimana penjual memberikan 
barang berupa permen sebagai sisa pembelian, karena penjual tidak 
mempunyai uang pas. Dalam transaksi ini belum tentu para pembeli 
menyetujui serta ikhlas (ridha) menerima barang sebagai pengembalian sisa 
pembelian. Sehingga dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa pembelian dengan 
barang. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan penulis memilih judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap 
Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang” ini yaitu : 
1. Secara Objektif, sering terjadi praktik pengembalian sisa pembelian 
dengan barang dan barang tersebut diberikan berupa permen karena 
penjual tidak mempunyai uang pas pada Kantin Syariah UIN Raden Intan 
Lampung sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya 
dari sudut pandang hukum Islam. 
2. Alasan Subjektif , agar penulis mendapatkan gelar di Fakultas Syari‟ah 
hal mana penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan 
jurusan Mu‟amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tempat 
                                                             
5
Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2008), hal. 544 
 penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan, serta agar penulis 
mampu memahami topik yang dibahas, data dan literatur yang 
mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia sehingga skripsi ini 
dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Islam sebagai rahmatan lil „alamin bersifat universal dan fleksibel, ia 
memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat manusia dan 
perubahan zaman. Hukum Islam merupakan sebagian dari ajaran Islam yang 
bersumber dari Allah dan Rasul-Nya mengenai akidah dan akhlak yang 
dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Fiqh Islam cenderung 
berbicara tentang hukum syara‟ yang bersifat amaliyah (perbuatan manusia) 
yang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat sesuai dengan situasi 
dan kondisi zaman. 
Hukum Islam harus mampu merespon dan menjawab berbagai macam 
persoalan umat yang semakin banyak. Persoalan tersebut menjadi sangat 
penting jika dikaitkan dengan bagaimana fiqh muamalah dikembangkan 
dalam rangka menjawab berbagai persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi 
kontemporer saat ini. Seperti halnya permasalahan mengenai pengembalian 
sisa pembelian menggunakan barang yang pembahasannya dalam kitab-kitab 
fiqh klasik masih terlalu global, sehingga diperlukan adanya kajian terlebih 
mendalam mengenai persoalan tersebut. 
Dalam Islam jual beli (al-bai wal syira‟) yaitu pertukaran antara benda 
dengan uang atau harga, dimana usaha atau perdagangan harus dilakukan 
 secara sukarela (ridha) diantara para pihak dan dengan cara yang dibenarkan 
sesuai dengan aturan syara.
6
 Dimana jual beli harus ada persetujuan atau 
kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli setuju 
untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan.
7
 
Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau 
pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.
8
 Hal ini 
senada dengan Firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 29 berbunyi: 
                 
           
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu 
dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayanng kepadamu”.9 
 
Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria 
suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di 
dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka 
sama suka maka transasksi itu adalah batil yang berarti memakan harta orang 
lain secara tidak sah.
10
 
Dalam Hukum Islam hak pembeli adalah untuk menerima 
pengembalian dari harga yang telah dibayarkan harus ditunaikan kecuali ada 
                                                             
6
Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 
hal. 212 
7
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 143 
8
Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 366 
9
Departemen agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Syigma, 2009),  hal.  
83 
10
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 190 
 persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat 
dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas 
menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.  
Rasulullah Saw, bersabda: 
Artinya: “Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” 




Adapun salah satu perubahan sosial, cara pandang, dan prilaku para 
penjual yang memunculkan persoalan baru bagi hukum Islam adalah semakin 
maraknya pratik pengembalian sisa pembelian dengan menggunakan barang. 
Praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang tersebut muncul 
dilatarbelakangi adanya tradisi para pedagang pada saat melakukan transaksi 
jual beli yang dilakukan pada kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung, 
yaitu memberikan permen sebagai alat pengembalian sisa pembelian. 
Pengembalian menggunakan barang yaitu berupa permen menjadi 
alasan bagi para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli pada kantin 
Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dimana pada saat melakukan transaksi 
jual beli mahasiswa memberikan uang sebagai alat pembayaran kepada 
pedagang, namun pedagang memberikan pengembalian sisa pembelian 
dengan barang yaitu permen jika pedagang tidak mempunyai uang pas seperti 
uang Rp. 500 maupun Rp. 1.000. Jika pedagang tidak mempunyai uang pas 
Rp. 500 maka pedagang akan memberikan tiga buah permen dan jika 
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 pedagang tidak mempunyai uang pas Rp. 1.000 maka pedagang akan 
memberikan enam buah permen, tetapi jika pengembalian sisa pembelian 




Dalam hal ini, pengembalian sisa pembelian yang dialihkan dengan 
permen itu dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang 
telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli tidak 
ikhlas (ridha). Sistem tersebut lebih terkesan pemaksaan karena tidak semua 
pembeli yaitu mahasiswa rela uang kembalian diganti dengan barang yaitu 
permen dan uang dianggap lebih penting. Sehingga dengan adanya praktik 
pengembalian sisa pembelian dengan barang banyak mahasiswa yang merasa 
tidak rela serta tidak setuju karena bagi mahasiswa uang dianggap lebih 
penting dari pada barang yaitu permen. Selain itu dalam hal sisa 
pengembalian yang diganti dengan barang yaitu permen, dimana akad yang 
terjadi bukan merupakan kehendak kedua belah pihak melainkan hanya 
merupakan kebijakan dari pedagang kantin Syariah UIN Raden Intan 
Lampung dan Mahasiswa (pembeli) tidak dimintai persetujuan terlebih 
dahulu. 
Kesepakatan atau persetujuan dapat dinyatakan dengan akad, apabila 
dikaitkan dengan jual beli maka yang di maksud akad adalah ikatan atau 
perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga jual beli 
belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul 
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 menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan).
13
 Hal itu bertujuan agar dalam 
kegiatan menukarkan barang yang ditunjukan dengan saling memberi dan 
menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara 
nilai keadilan. 
Hal ini mengundang permasalahan tersendiri akan hukum dari praktik 
sisa pengembalian pihak pembeli. Muncul kekhawatiran akan adanya 
ketidakadilan serta keterpaksaan dari salah satu pihak yaitu pihak pembeli, 
justru hal ini dapat menyebabkan gugurnya akad atau batalnya akad yang 
dikarenakan adanya unsur keterpaksaan bukan lagi unsur saling rela.  
Untuk sampai pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena 
tersebut, perlulah dikemukakan pandangan hukum Islam terhadap praktik 
pengembalian sisa pembelian dengan barang tersebut. Oleh karena itu, umat 
Islam kontemporer dituntut harus mampu memformulasikan hukum dan 
ajaran sesuai dengan tuntunan masa dan lingkungannya, dengan berdasarkan 
sumber aslinya yaitu Al-Qur‟an dan al-Hadist sehingga sesuai dengan faedah 
ajaran Islam. 
Berdasarkan keterangan diatas, maka dari itu saya tertarik melakukan 
penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengan judul  “Pandangan 
Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang 
(Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”. 
Sehingga penyusun merasa bahwa persoalan ini perlu dikaji secara 
mendalam, agar dalam realitanya dapat dipraktikkan dengan berpegang pada 
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 aturan-aturan hukum Islam serta sesuai dengan maqasid as-syariah. Sehingga 
tidak ada keraguan bagi umat Islam khususnya terhadap praktik 
pengembalian sisa harga dengan barang. 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yang 
dilakukan pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa 
pembelian dengan barang yang dilakukan pada Kantin Syariah UIN 
Raden Intan Lampung? 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
ada beberapa alasan yang menjadi motifasi untuk memilih judul ini 
sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang 
pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung. 
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik 
pengembalian sisa pembelian dengan barang pada Kantin Syariah UIN 
Raden Intan Lampung. 
 
F. Metode Penelitian 
Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 
menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. 
Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis 
masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran 
 fakta-fakta. Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 
metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan 
menganalisa data. Adapun penulisan ini, menggunakan metode sebagai 
berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengambil data 
dari lapangan (Field Research). Dalam hal ini data bersumber dari 
kalangan pedagang Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung dan 
dari kalangan mahasiswa maupun mahasiswi UIN Raden Intan 
Lampung. 
Selain penelitian lapangan, penulis juga didukung dengan 
penelitian pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau 
informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, koran, 
dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya yang berkaitan dengan 
data pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa pembelian 
dengan barang. 
b. Sifat Penelitian 
Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. 
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek 
yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 
sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, 
serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena 
 tertentu.
14
 Dalam kaitan penelitian ingin menggambarkan dan 
melakukan analisis dengan apa adanya tentang sistem praktik 
pengembalian sisa pembelian dengan barang pada Kantin Syariah 
UIN Raden Intan Lampung. 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden 
maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian 
yang di maksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang 
di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.
15
 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber asli lapangan 
atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam 
penelitian. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli, 
adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu 
penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang di 
lakukan dalam konsep kehidupan yang sebenarnya.  
Data yang di peroleh atau di kumpulkan peneliti langsung dari 
lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yaitu data tentang 
pengembalian sisa pembelian dengan barang pada Kantin Syariah UIN 
Raden Intan Lampung. Data primer merupakan suatu sumber pokok 
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 dalam skripsi ini, serta data tentang pengalaman mahasiswa sebagai 
pembeli serta pedagang Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data 
primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh 
dan bersumber dari Al-Qur‟an, al-Hadits, kitab-kitab Fiqh, buku-
buku, dan literature yang berhubungan dengan pokok permasalah. 
Data ini kemudian dipergunakan sebagai data pendukung yang 
berhubungan dengan penelitian. Umumnya data sekunder tidak di 
rancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian 
tertentu. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah Sejumlah manusia atau unit yang mempunyai 
karakteristik yang sama.
16
 Adapun yang menjadi populasi pada 
penelitian ini adalah orang yang terlibat atau mengalami transaksi 
pengembalian sisa pembelian dengan barang tersebut, baik itu 
pedagang kantin syariah UIN Raden Intan Lampung maupun 
mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.  
b. Sampel  
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-
cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan 
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 lengkap serta dianggap mewakili dari populasi.
17
 Dalam hal 
menentukan sampel, skripsi ini dalam menetapkan sampelnya 
menggunakan teknik purposive sampling, artinya pengambilan sampel 




Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 
orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang 
pengembalian sisa pembelian dengan barang. Jumlah sampel yang 
akan diambil pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung terdiri 
dari 11 pedagang dan mahasiswa sebanyak 35 orang yang sering 
berbelanja yaitu: Fakultas Syariah sebanyak 10 orang, Fakultas Febi 
sebanyak 10 orang, Fakultas Tarbiyah sebanyak 5 orang, Fakultas 
Dakwah sebanyak 5 orang, dan Fakultas Unsuludin sebanyak 5 orang.  
4. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dengan jelas mengganalisis langsung 
objek penelitian dalam teknik ini penyusun menggunakan metode yaitu: 
a. Wawancara(Interview) 
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 
muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 
keterangan-keterangan.
19
 Metode wawancara ditunjukan kepada 11 
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 pedagang Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung dan 35 
mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. 
b. Observasi 
Obsevasi adalah mengadakan pegamatan secara langsung pada 
objek yang diteliti dengn maksud melihat, mengamati, merasakan, 
kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena 
berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui 
sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang 
dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
20
 Kemudian dibuat 
catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan 
pengembalian sisa pembelian dengan barang berupa permen yang 
terjadi pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung. 
5. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 
ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau 
rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah 
data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-
langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :
21
 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
 Pemeriksaan data yaitu mengoreksi data yang terkumpul 
sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan 
masalah yang dikaji. Dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang 
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 terkumpul sudah cukup lengkap dengan data yang diperoleh dari 
studi literatur tentang pengembalian sisa pembelian dengan barang 
tersebut. 
b. Sistematisasi Data (Sistematizing) 
Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-
data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah 
dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. 
6. Metode Analisis Data 
Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa 
data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode 
analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 
kajian penelitian yaitu, pandangan hukum Islam terhadap praktik 
pengembalian sisa pembelian dengan barang yang akan dikaji 
menggunakan data yang bersifat kualitatif  yaitu metode sebagai presedur 
penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. 
Adapun metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau 
peristiwa konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang 
mempunya sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan 
data-data mengenai pengembalian sisa pembelian dengan barang yang 
sifat umumnya terjadi di Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung. 
  
 BAB  II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Akad Dalam Hukum Islam  
1. Pengertian Akad 
Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-aqd yang 
berartiperikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga 




Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan suatu pertalian ijab 
(pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) 
sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.
23
 
Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” 
maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan 
kehendak syara‟. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, 
menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun 
pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” 
maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak 
(yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).
24
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 Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, 
Syafi‟iyah dan Hanabilah adalah : 
Artinya:  “Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik 
bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, 
pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti  
jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn”.25 
 
Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan 
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan 
kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh kepada 
sesuatu. 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad 
adalah pertalian suatu ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan 
adanya kerelaan para pihak dan memenuhi akibat hukum terhadap objek 
yang diakadkan. 
2. Dasar Hukum Akad 
a. Landasan Al-Qur‟an 
Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Swt dalam surat Al-
Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut : 
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            
             
    
  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 
dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah (5) : 1).26 
 
Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi 
perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.  
b. Landasan Al-Sunnah 
Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh HR Bukhori  
tentang kebatalan suatu akad antara lain: 
Artinya: Dari Jabir bin Abdullah Rhodiyallohu ‟anhuma dalam kitab 
Syurutuhum Bainahum, berkata ”Segala bentuk persyaratan 
yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, 
sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori).27 
 
Maksud dari hadits diatas bahwa suatu akad yang diadakan oleh 
para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. 
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 Masing-masing pihak haruslah ridho atau rela akan isi akad tersebut atau 
dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing 
pihak serta tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak 
yang lain. 
3. Rukun dan Syarat Akad 
a. Rukun Akad 
Rukun akad menurut jumhur fuqaha terdiri dari yaitu:
28
 
1. Orang yang berakad („aqid), contoh: penjual dan pembeli. 
2. Sesuatu yang diakadkan (maqud alaih), contoh harga atau yang 
dihargakan. 
3. Shighah atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul. 
Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu 
hanya satu yaitu shighah al-aqd yaitu ijab dan qabul, sedangkan 




Shighah al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena 
melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan 
akad (transaksi). Shighah al-aqd dinyatakan melalui ijab dan qabul 
dengan suatu ketentuan: 
1. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami. 
2. Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian. 
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 3. Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak 
masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan. 
Ijab dan qabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan 
tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua 
bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.
30
 
b. Syarat Akad 
Adapun syarat-syarat akad adalah:
31
 
1. Al-Aqid (pihak-pihak yang berakad) 
Al-Aqid adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang 
memiliki dan anak kecil yang belum mumayyid tidak sah 
melakukan transaksi jual beli dan sebagainya. Al-Aqid juga 
didefinisikan sebagai orang yang melakukan akad. 
Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad 
jika tidak ada aqid. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul 
tanpa adanya aqid.  
Aqid diisyaratkan mempunyai kemampuan (ahliyah) dan 
kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad yakni mempunyai 
kewenangan melakukan akad. Ahliyah adalah kemampuan atau 
kepantasan seseorang untuk menerima beban syara‟ berupa hak-
hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti 
berakal dan mumayiz. Wilayah merupakan kekuasaan atau 
kewenangan secara syar‟i yang memungkinkan pemiliknya 
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 melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat 
hukum. 
2. Al-Ma‟qud  „alaih (objek akad), disyaratkan: 
a. Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah 
melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti 
jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para 
fuqaha‟ mengecualikan ketentuan ini untuk ada salam, 
ijarah, hibah, dan istishna‟, meskipun barangnya belum ada 
ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia. 
b. Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, 
tidak najis atau benda mutanajis (benda yang bercampur 
najis). Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu 
yang dilarang agama (mal ghairu mutaqawwin), seperti jual 
beli darah, narkoba, dan lain sebagainya. 
c. Objek akad dapat diserahterimakan ketika akad. Apabila 
barang tidak dapat diserahterimakan ketika akad, maka 
akadnya batal, seperti jual beli burung di udara. 
d. Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang 
berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan 
barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik 
barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini 
menurut para fuqaha‟ adalah untuk menghindari terjadinya 
perselisihan antara para pihak yang berakad. Hal ini 
 berdasarkan pada larangan yang terdapat dalam hadits Nabi 
yang melarang jual beli gharar dan jual beli majhul 
(bendanya tidak diketahui). 
 
Artinya: ”Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya 
Rasulullah Saw. melarang jual beli sperma 
pejantan danjual beli yang mengandung tipuan” 
(Riwayat Muslim dan lain-lainnya). 
32 
 
e. Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa 
materi ataupun immateri. Artinya, jelas kegunaan yang 
terkandung dari apa yang diakadkan tersebut. 
3. Shighat Al- Aqid  
Shiqhat al-Aqid adalah sesuatu yang disandarkan dari dua 
pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati 
keduanya tentang terjadinya suatu akad. Shighat terdiri dari ijab 
dan qabul. Ijab merupakan pernyataan yang menunjukkan 
kerelaan yang terjadi lebih awal dari salah seorang yang 
berakad. Perkatan yang pertama dalam jual beli dinamakan ijab, 
baik berasal dari penjul maupun pembeli.  
Sementara qabul adalah sesuatu yang disebutkan 
kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad yang 
menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban 
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 dari ucapan pertama. Qabul ada kalanya berasal dari penjual dan 
adakalanya juga dari pembeli ketika akad berlangsung. 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-qad yaitu: 
a. Shighat al‟aqad harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam 
ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. 
Seperti “aku serahkan ini kepadamu sebagai hadiah atau 
pemberian”. 
b. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara berijab dan 
menerima tidak boleh berbeda lafal. 
c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak 
yang bersangkutan tidak terpaksa dan tidak diancam atau 
tidak ditakut-takuti oleh orang lain. 
4. Macam-Macam Akad  
Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan 
dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara‟, 
akad di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :
33
 
a. Dilihat dari sifat akad secara syariat  
1. Aqad Shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan 
syarat-syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya 
seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat 
pada pihak-pihak yang berakad. 
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 Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah aqad shahih 
terbagi menjadi dua macam yaitu: 
a) Aqad nafiz adalah akad yang dilakukan oleh orang yang 
mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad 
tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang 
berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini 
memunculkan implikasi hukum terhadap para pihak dan 
objek akadnya. 
b) Aqad Mawquf adalah akad yang dilakukan seseorang yang 
cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan 
untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti 
akad yang dilangsungkan oleh anak kecil mumayyiz. 
2. Aqad ghairu shahih 
Aqad ghairu shahih adalah akad yang terdapat kekurangan 
pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat 
hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak 
yang berakad. 
Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad ghairu 
shahih menjadi dua macam, yaitu:  
a) Akad Bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu 
rukunya atau ada larangan langsung dari syara‟. Misalnya, 
objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan, 
 seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak 
yang berakad tidak cakap bertindak hukum. 
b) Akad Fasid adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan 
disyariat. Namun ada unsur-unsur yang tidak jelas 
menyebabkan akad itu terlarang. Misalnya, melakukan jual 
beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak 
dijelaskan mana rumah yang dimaksud.  
b. Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad 
1) Aqad Musammah yaitu akad yang ditentukan nama-namanya 
oleh syara‟ serta dijelaskan hukum-hukumnya. Seperti jual beli, 
sewa-menyewa, perkawinan dan sebagainya. 
2) Aqad Ghair Musammah yaitu akad yan tidak ditetapkan nama-
namanya oleh syari‟, dan tidak pula dijelaskan hukum-hukunya, 
akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan 
kehidupan masyarakat, seperti aqad istishna‟ bai‟ al-wafa‟. 
c. Dilihat dari sifat benda 
1) Aqad „ainiyah yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan 
menyerahkan barang yang diakadkan, seperti hibah, ariyah, 
wadi‟ah, rahn, dan qiradh.  
2) Aqad ghair „ainiyah yaitu akad yamg hasilnya semata-mata 
akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya shighat akad. 
Menimbulkan pengaruh akad tanpa butuh serah terima barang. 
 Ia mencakup seluruh akad selain akad ainiyah, seperti akad 
amanah. 
d. Dilihat dari sah dan batalnya akad 
1) Akad Shahihah, yaitu akad-akad yang mencukupi 
persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang 
umum. 
2) Akad Fasihah, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena 
kurang salah satu syarat-syaratnya baik syarat umum maupun 
syarat khusus. Seperti nikah tanpa wali. 
e. Dilihat dari berlaku dan tidaknya akad 
1) Akad nafidzah yaitu akad yang bebas atau terlepas dari 
penghalang-penghalang akad. 
2) Akad mauqufah, yaitu akad-akad yang bertalian dengan 
persetujuan-persetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku 
setelah disetujui oleh pemilik harta). 
5. Berakhirnya Akad 
Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya 
sebagai berikut: 
a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak 
mempunyai masa tenggang waktu. 
b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut 
sifatnya tidak mengikat. 
 c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir 
jika : 
1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur 
tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. 
2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat. 
3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara 
sempurna. 
4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.34 
 
B. Jual Beli Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Jual Beli 
a. Menurut bahasa (etimologi) 
Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan 
sesuatu, sedang menurut syara‟ artinya menukar harta dengan harta 
menurut cara-cara tertentu (aqad).
35
 
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba‟i, al-
tijarah, dan al-mubadalah , hal ini sebagaimana firman Allah Swt: 
  
Artinya: “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak 
akan rugi” (Q.S Faatir (35) : 29).36 
 
Berdasarkan definisi di atas, jual beli menurut bahasa atau 
etimologi adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. 
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 b. Menurut istilah (terminologi) 
1. Menurut ulama Hanafiah 
Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) 
berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.37 
 
2. Menurut ulama Malikiyah 
 
Artinya: “Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas 
selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati” 
(Menurut Imam Syafi‟i).38 
 
3. Menurut Ibnu Qudamah 
 
Artinya: “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling 
menjadikan milik”.39 
 
4. Menurut Imam Syafi‟i 
Jual beli yaitu pada prinsipnya diperbolehkan apabila 
dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang 
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 5. Menurut Istilah Fiqh  
Jual beli menurut kamus fiqh disebut dengan al-bai‟ yang 
berarti suatu proses pemindahan hak milik (barang atau harta) 




Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual 
beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan 
uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang 
lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang 
dibenarkan syara‟ (hukum Islam) dan disepakati.42 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur‟an, 
as-Sunnah, dan ijma‟. Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi‟i menjelaskan 
hukum dasar setiap transaksi jual beli adalah mubah (diperbolehkan), 
apabila terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi apapun 




Adapun dasar hukum Al-Qur‟an, Sunnah Rasulullah, serta 
pendapat para ulama antara lain: 
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 a. Landasan Al-Qur‟an 
Al-Qur‟an sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan 
dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi hidup orang 
Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yaitu: 
1) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275: 
      
Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba” (Q,S Al-Baqarah (2) :198).44 
 
Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan 
bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus 
menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka 
mengatakan hal tersebut (innam al-bai‟ matsalu al-riba) padahal 
sebenarnya mereka mengetahui bahwasannya terdapat 
perbedaan antara jual beli dan riba. 
2) Q.S An-Nisaa‟ (4) ayat 29 : 
               
     
    
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 
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 Allah adalah Maha Penyayang kepadamu)” (Q.S An-




Ayat diatas menunjukan, bahwa dalam melakukan suatu 
perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suk atau sukarela. 
Tidak lah dibenarkan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan 
ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi dapat membatalkan 
transaksi jual beli, serta unsur sukarela itu menunjukkan adanya 
suatu keikhlasan dan itikad baik dari para pihak. 
b. Landasan Al-Sunnah 
Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Rifa‟ah bin 
Rafi‟ al-Bazar dan Hakim: 
Artinya: “Dari Rifa‟ah bin Rafi‟i r.a, bahwasanya Nabi Saw. pernah 
ditanya , “Pekerjaan apa yang paling baik ?” , maka beliau 
menjawab : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri 





c. Landasan Ijma‟ 
Ijma‟ adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat 
Islam tentang hukum syara‟ peristiwa yang terjadi pada suatu masa 
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 setelah wafatnya Rasulullah Saw mengenai suatu kejadian atau 
kasus.
47 
Artinya:“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 48 
 
Dari dasar hukum di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah 
mubah. Artinya jual beli tersebut diperbolehkan asal saja di dalam jual 
beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual 
beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam. 
Ulama juga sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan 
alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 
dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau 
barang mulik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan 
barang lainnya yang sesuai.  
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Rukun dan syarat dalam praktik jual beli merupakan hal yang 
sangat penting. Sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut 
tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun 
dan syarat jual beli itu antara lain: 
 
 
                                                             
47
 Ahmad Sanusi & Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 43 
48
 Ahmad Sudirman Abbas, Qowa‟id Fiqhiyah, Cetakan Pertama, (Jakarta: Radar Jaya, 
2004), hal. 68 
 a. Rukun jual beli 
Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah yaitu ijab (ungkapan 
membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual. 




1. Shighat (Ijab kabul) 
Ijab adalah peryataan yang disampaikan pertama oleh salah 
satu pihak yang disampaikan menunjukan kerelaan, baik 
dinyatakan si penjual maupun si pembeli. Sedangkan qabul 
adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah 
satu pihak yang melakukan akad.  
Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh 
jumhur ulama dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul 
bukan dilihat dari siapa dahulu yang menyatakan, melainkan dari 
siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. 
2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 
Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau 
orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual 
haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf). 
Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat mmbelanjakan 
hartanya (uangnya). Penjual dan pembeli atau disebut juga „aqid 
adalah orang yang melakukan akad. 
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 3. Ma‟qud „Alaih (Objek akad) 
Objek akad yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri 
dari harga dan barang yang diperjualbelikan.  
b. Syarat Jual Beli 
Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 
dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut :
50
 
1. Dua pihak yang berakad (penjual dan pembeli), antara lain: 
a) Baliqh menurut hukum Islam, dikatakan baliqh (dewasa) 
apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang 
bulan atau haid bagi anak perempuan. Sebagian ulama anak-
anak diperbolehkan melakukan jual beli khususnya untuk 
barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. 
b) Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang 
terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak 
berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini 
sebagaimana firman Allah Swt : 
Artinya:“Dan janganlah kamu memberikan hartamu kepada 
orang-orang yang belum sempurna akalnya”.(Q.S. 
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 c) Dengan kehendak sendiri atau bukan paksaan 
Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip 
taradli (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna 
muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan bebas 
dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas 
dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah. 
Hal ini sebagaimana firman Allah Swt: 
              
  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Q.S. 




d) Tidak Pemboros atau tidak mubazir 
Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli maka 
jual belinya tidak sah, sebab orang yang boros menurut hukum 
dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Hal 
ini sebagaimana firman Allah Swt: 
            
  
Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 
saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah 
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2. Objek akad, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Suci atau bersihnya barang. Hal ini sebagaimana hadits 
Rasulullah Saw:  
 
Artinya: “Dari Jabir ibn Abdullah r.a.: sesungguhnya ia 
mendangar Rasulullah Saw. berkata pada tahun 
penaklukan kota Makkah: “Sesungguhnya Allah dan 
Rasulullah Saw telah mengharamkan jual beli 





Berdasarkan hadits diatas, kesucian merupakan salah satu 
syarat jual beli. Jadi, tidak sah menjual arak atau bangkai atau 
babi atau anjing, berhala karena objek tersebut pada dasarnya 
sudah dihukumi najis oleh Al-Qur‟an.  
b) Milik sendiri yaitu barang yang bukan milik sendiri tidak boleh 
diperjualbelikan kecuali ada manfaat yang diberikan oleh 
pemilik seperti akad wakalah (perwakilan). Akad jual beli 
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 mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik, ini 
berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri. 
c) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang 
sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang 
dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak 
jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang 
belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan 
yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih 
dalam susu induk (belum diperas). 
d) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad 
secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti tidak sah 
jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, 
misalnya jual beli burung yang terbang di udara dan ikan di 
lautan sebab semua itu mengandung tipu daya. 
e) Benda yang diperjualbelikan adalah mal mutaqawwim 
Mal mutaqawwin merupakan benda yang dibolehkan syariat 
untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah 
melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan 
syariat untuk memanfaatkannya seperti bangkai, babi, minuman 
keras, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana firman Allah 
Swt:  
                
              
       
      
Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 
daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas 
nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, 
yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang 
buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, 
dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk 
berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib” 
(Q.S. Al-Maidah (5) : 3).
55
 
3. Shighat atau lafaz akad (ijab dan qabul) 
Menurut ulama yang mewajibkan lafadz terdapat beberapa 
syarat yang perlu diperhatikan, antara lain: 
56
 
a) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari 
keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum 
berselang lama. 
b) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz 
keduanya berlainan.  
c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti 
kata-katanya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini 
sekian”. 
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 d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau 
setahun adalah tidak sah. 
 
 
4. Macam-Macam Jual beli 
Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut:
57
 
1. Di tinjau dari segi sifatnya 
Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi  dua bagian yaitu 
jual beli shahih dan jual beli ghair shahih. Pengertian jual beli 
shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun 
dan maupun syaratnya. 
Pengertian ghair shahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan 
sama sekali oleh syara‟, dari definisi tersebut dapat dipahami jual 
beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali atau 
rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. 
Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang 
sempurna, tetapi barang yang dijual masih belum jelas.  
Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli 
tersebut  disebut jual beli yang batil. Akan tetapi, apabila rukunnya 
terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut 
jual beli fasid. Di samping itu, terdapat jual beli yang digolongkan 
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 kepada ghair shahih yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya 
terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad.  
2. Dilihat dari segi shighatnya 
Dilihat dari shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua 
yaitu: jual beli mutlaq dan ghair mutlaq. Pengertian dari jual beli 
mutlaq adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat yang bebas 
dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan 
datang. Sedangkan jual beli ghair mutlaq adalah jual beli yang 
shighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang. 
3. Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli 
Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi 
objeknya yaitu :  
a. Muqayyadhah adalah jual beli barang dengan barang, seperti 
jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan barter. 
b. Sharf adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak 
dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan lain 
(emas dengan perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli 
sharf (uang) yang sejenisnya sama disyaratkan hal-hal sebagai 
berikut yaitu:  
1. Kedua jenis mata uang yang ditukar tersebut harus sama 
nilainya. 
2. Tunai. 
 3. Harus diserahterimakan di majelis akad. Apabila keduanya 
berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima 
maka akan menjadi batal. 
c. Muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan 
uang. 
 
4. Dilihat dari segi harga atau ukurannya 
Terdapat empat macam jual beli yang dapat dilihat dari segi 
harga atau kadarnya yaitu: 
a. Jual beli murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata yang 
akar katanya tambahan. Menurut istilah fuqaha, dalam 
pengertian murabahah adalah menjual barang dengan harganya 
semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat 
tertentu. 
b. Jual beli tauliyah menurut istilah syara‟ adalah jual beli barang 
sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan. 
c. Jual beli wadi‟ah adalah jual beli barang dengan mengurangi 
harga pembelian.  
d. Jual beli musawwamah adalah jual beli yang biasa berlaku 
dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling 
menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga 
dalam transaksi yang mereka melakukan. 
 5. Ditinjau dari segi alat pembayaran. Jual beli ini dapat dibagi menjadi 
tiga bagian yaitu: 
a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran 
langsung. 
b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai muajjal), yaitu jual 
beli yang penyerahan barang secara langsumg (tunai) tetapi 
pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil. 
c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), 
meliputi: 
1. Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar 
tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk 
pertanian). 
2. Jual beli istishna‟, yaitu jual beli yang pembelinya 
membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan 
(biasanya produk manufaktur) dengan spesipikasi yang 
harus diproduksi dan diserahkan kemudian. 
d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama 
tertunda. 
6. Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek. Jual beli ini 
terbagi menjadi dua bagian yaitu : 
a. Jual beli barang yang kelihatan (bai‟ al-hadir), yaitu jual beli 
dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau 
yang secara formal bisa dilihat. 
 b. Jual beli barang yang tidak kelihatan (bai‟ al-ghaib), yaitu jual 
beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat. 
7. Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli dapat dibagi menjadi dua 
bagian yaitu : 
a. Jual beli yang putus atau jadi sekaligus (bai‟ al bat), yaitu jual 
beli yang tidak ada khiyar (pilihan) bagi salah satu pihak yang 
berakad. 
b. Jual beli khiyar, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang 
melakukan akad memberi kesempatan pilihan untuk 
melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lainnya. 
 
C. Jual Beli Menurut Hukum Perdata  
1. Pengertian Jual Beli 
Perkataan jual beli menurut istilah Belanda adalah “koopen 
verkopt” yang mengandung pengertian bahwa pihak yang satu 
“verkoopt” (menjual) sedangkan “koopt” (membeli).58 Ada beberapa ahli 
mengemukakan pendapatnya mengenai jual beli, diantaranya pendapat 
dari Prof. Hilman Hadikusuma S.H, di dalam sebuah bukunya “Hukum 
Perjanjian Adat”, beliau memberikan pengertian jual beli adalah 
perbuatan tukar menukar dengan pembayaran dimana penjual 
berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima 
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 pembayarannya dari pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan 
pembayaran (uangnya) dan berhak menerima barangnya. 
59
 
Prof. R. Subekti mengartikan bahwa jual beli adalah suatu 
perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak 
milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan 
membayar sejumlah uang sebagai harganya.
60
 
Perjanjian jual beli adalah perjanjian bahwa penjual memindahkan 
atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai 
imbalan sejumlah uang yang disebut harga.
61
 
Perjanjian jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang 
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak 
yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
62
 
Dengan demikian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal 
balik di mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan 
hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (si pembeli) 
berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai 
imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 
Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan 
harga. Sesuai asas konsensualisme (kesepakatan) yang menjiwai hukum 
perjanjian maka perjanjian jual beli akan ada saat terjadinya atau 
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 tercapainya “kata sepakat” mengenai barang dan harga. Sifat konsensual 
dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdata yang 
berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak 
seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, 
meskipun barang itu belum diserahkan maupun harga belum dibayar”.63 
 
 
2. Syarat-syarat Jual Beli 
Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 
1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya 
perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis 
dari perjanjian. 
Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan supaya terjadinya persetujuan 
yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
Syarat pertama untuk sahnya perjanjian adalah suatu 
kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan 
kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam 
perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan 
kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya.  
Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena 
kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal pokok dari 
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 suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak 
menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.  
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 
Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu 
perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah suatu perjanjian. 
Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan 
akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum 
adalah orang yang sudah dewasa.  
Dalam pasal 1330 KUHPerdata disebutkan bahwa orang yang 
tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau suatu perjanjian 
perjanjian adalah : 
1. Orang-orang yang belum dewasa 
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 
undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa 




c. Suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek 
perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat 
berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat 
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 sesuatu. Objek perjanjian juga bisa disebut dengan prestasi. Prestasi 
terdiri atas :  
1. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan 
barang. 
2. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, 
membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan. 
3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak mendirikan suatu 




d. Suatu sebab yang tidak terlarang 
Di dalam pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian 
sebab yang halal. Yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi 
perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
Pasal 1320 ini, merupakan pasal yang menerangkan tentang 
syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya perjanjian. Syarat tersebuat 
baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut 
syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi 
perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif. 
66
 
Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif 
karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat yang ketiga dan 
keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek 
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 perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, 
maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat 
meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak 
yang memberikan izinya secara tidak bebas.
67
 
Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, 
maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya 
perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga 
para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di 
kemudian hari. 
3. Macam-macam Jual Beli 
Ada bebrapa macam jual beli yang dikenal, yaitu jual beli dengan 
percobaan, jual beli dengan contoh, jual beli hak membeli kembali, jual 
beli dengan cicilan, dan sewa beli. Ada suatu hukum yang mempunyai 
bentuk khusus yang tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli, tetapi 
mempunyai hubungan dengan jual beli, yaitu leasing ini dijelaskan 
diakhir penjelasan mengenai macam-macam jual beli. Jual beli dengan 
percobaan disebutkan dalam pasal 1463 KUHPerdata, yaitu: “jual beli 
yang dilakukan dengan percobaaan, atau mengenai barang-barang yang 
baisanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan 
suatu syarat tangguh”.68 Hal ini berarti si pembeli baru membeli jadi atau 
tidaknya jual beli tersebut, setelah pembeli melakukan percobaan atau 
mencoba barang yang hendak dibeli itu. 
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 Mencoba barang yang dibeli merupakan syarat yang menunda 
pembelian. Misalnya jual beli barang-barang elektronik, sudah menjadi 
kebiasaan bahwa seseorang ingin membeli barang elektronik, maka 
barang tersebut harus dicoba terlebih dahulu. Kemudian barulah si 
pembeli dapat menentukan jual beli terjadi atau tidak. Percobaan yang 
dilakukan terhadap barang elektronik itu menunda pelaksanaa jual beli. 
Jual beli dengan syarat yang harus dipenuhi terjadi agar persetujuan 
dapat dilaksanaan, karena kebiasaan mencoba barang-barang tertentu. 
Sehingga jual beli dengan percobaan dapat terjadi secara diam-diam, 
disamping secara tegas dinyatakan. 
Jual beli dengan contoh tidak disebutkan dalam KUHPerdata 
tetapi hanya disinggung sepintas lalu dalam pasal 69 KUHPerdata, yaitu: 
“tiap-tiap makelar yang oleh pihak-pihak yang bersangkutan tidak 
dibebaskan dalam hal ini, ia pun pasti barang yang dengan perantaraan 
dia telah dijual. Sedangkan dalam kenyataannya jual beli dengan contoh 
ini banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penjual harus 
menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli sesuai dengan contoh 
yang diberikan atau diperlihatkan. “pihak terhadap siapa perikatan tidak 
dipenuhi dapat memilih apakah jika hal itu masih dapat dilakukan, akan 
memaksapihak yang lain untuk memenuhi perjanjian atau ia akan 
menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan 
bunga”.69 
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 Ketentuan mengenai jual beli dengan hak membeli kembali dapat 
ditemukan dalam pasal 1519-1532 KUHPerdata. Dalam jual beli dengan 
hak membeli kembali, para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat 
memperjanjiakan pembeli dengan mnegembalikan harga barang dan 
penggantian biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Jual 
beli dengan hak membeli ada jangka waktunya, yaitu paling lama lima 
tahun. Walaupun tidak ditemukan pengaturannya dalam KUHPerdata 
yang berlaku di Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, jual 
beli dengan cicilan ini banyak dipakai sebagai bentuk jual beli, jual beli 
seperti ini dikenal dengan penjualan kredit.  
Sewa beli seperti jual beli dengan cicilan, tidak diatur dalam 
KUHPerdata di Indonesia. Dalam sewa atau jual beli sewa atau 
huurrkoop, si pembeli tidak langsung menjadi pemilik barang, melainkan 
hanya sebagai pemakai belaka saja. Milik atas barang yang 
disewabelikan itu baru berpindah kepada si pembeli, apabila seluruh 
harga telah dibayar lunas. Selama harga barang belum dibayar lunas, 
pembeli tidak boleh menjual barang. Sewa beli termasuk dalam jenis 
perjanjian jual beli, dan tidak termasuk dalam jenis perjanjian sewa 
menyewa, meskipun merupakan campuran dari kedua jenis perjanjian 
tersebut. Oleh karena itu hubungan pembeli dan penjual seperti hubungan 
sewa menyewa saja, dimana pembeli berhak memakai dan menikmati 
barang, tetapi secara berkala pembeli harus membayar harga barang. 
 Pembayaran ini bukan sebagai imbalan atas pemakaian dan penikmatan 
barang, tetapi sebagai cara untuk memperoleh hak milik. 
Mengenai wanprestasi, jika si pembeli tidak memenuhi 
kewajibannya untuk melunasi harga barang yang disewabelikan itu, atau 
terlambat atau menunggak pembayarannya maka barang diambil oleh 
pemilknya (penjual) dan dengan sendirinya sewa beli menjadi batal. 
Dengan sistem yang seperti ini, terlihat bahwa penjual atau pemilik 
barang berada dipihak yang kuat atau menguntungkan dan pembeli atau 
penerima barang berada dipihak yang lemah.  
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
a. Hak dan Kewajiban pembeli  
Menurut pasal 1513 KUHPerdata, kewajiban pembeli adalah 
membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana 
ditetapkan menurut perjanjian. Pembeli harus menyelesaikan 
pelunasan harga bersaman dengan penyerahan barang. Jika pada 
waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan 
waktu pembayaran maka si pembeli harus membayar di tempat dan 




Kewajiban pembeli juga termuat dalam Pasal 7 Undang-
undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 tentang perlindungan 
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 konsumen. Pembeli seabagi konsumen mempunyai kewajiban dalam 
proses jual beli sebagai berikut : 
1. Membaca informasi dan mengikut prosedur atau petunjuk 
tentang penggunaan barang dan atau jasa yang dibelinya. 
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli barang dan 
atau jasa tersebut. 
3. Membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat 
sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian sesuai nilai tukar 
yang telah disepakati. 
4. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif. 
5. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau 
jasa yang berlaku. 
6. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau 
mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan garansi 
atas barang-barang yang dibuat atau diperdagangkan. 
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila 
barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen 
tidak sesuai dengan perjanjian.
71
 
Selain kewajiaban yang harus dilakukannya, pembeli yang 
dianggap sebagai konsumen juga memiliki hak dalam proses jual 
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 beli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan 
Konsumen, antara lain: 
1. Hak atas kenyaman, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkomsumsi barang atau jasa. 
2. Hak untuk memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai 
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 
3. Hak untuk mendapatkan informasi secara benar, jujur, dan jelas 
mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau 
jasa yang digunakan. 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak deskriminatif. 
7. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian, 
apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
pernjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
72
 
b. Hak dan Kewajiban penjual 
Pengaturan tentang kewajiban penjual ini diatur dalam Pasal 
1472, 1473 dan 1474 KUHPerdata. Menurut pasal 1474 
KUHPerdata pada prinsipnya bagi pihak penjual terdapat dua 
kewajiban utama dalam perjanjian jual beli, diantaranya yaitu: 
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 1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. 
Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala 
perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan 
hak milik atas barang (barang bergerak, barang tetap maupun 
barang tak bertubuh atau piutang atau penagihan atau klaim) 
yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada pembeli. 
2. Menanggung tentram atas barang tersebut 
Kewajiban ini diatur dalam pasal 1491 KUHPerdata. 
Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram merupakan 
konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan 
kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-
sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau 
tuntutan dari sesuatu pihak. Kewajiban tersebut menemukan 
realisasinya dalam kewajiban untuk memberikan penggantian 
kerugian jika sampai terjadi si pembeli dirugikan karena suatu 
gugatan pihak ke tiga. 
Selain itu penjual harus menjamin bahwa barang yang 
dijual tidak memiliki cacat tersembunyi dan cacat yang nyata. 
Adanya cacat pada barang dapat dijadikan alasan bagi pembeli 
untuk melakukan penuntutan pembatalan atas dasar salah sangka 
atau dawling, dan alasan untuk menuntut penjual telah 




Selain mempunyai kewajiban, penjual juga memiliki hak 
dalam proses jual beli antara lain: 
1. Menentukan dan menerima harga pembayaran atas penjualan 
barang, yang kemudian harus disepakati oleh pembeli. 
2. Penjual juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari 
tindakan pembeli yang beritikad tidak baik, kemudian haknya 
untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam suatu 
penyelesaian sengketa yang dikarenakan barang yang dijualnya, 
dalam hal ini tidak terbukti adanya kesalahan penjual dan 
sebagainya. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang 
Perlindungan Konsumen tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, pelaku usaha dalam hal ini termasuk penjual memiliki 
hak-hak sebagai berikut: 
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa 
yang diperdagangkan. 
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik. 
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 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam 
penyelesaian sengketa. 
4. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau 
jasa yang diperdagangkan. 





LAPORAN HASIL PENELITIAN 
 
 
A. Gambaran Umum Kantin Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung 
Berdirinya kantin syariah UIN Raden Intan Lampung awal mulanya 
sudah ada sejak tahun 90an, tetapi pada saat itu pedagang berjualan di bawah 
pohon dengan menggunakan kursi beton dan hanya ada beberapa pedagang 
saja yang berjualan karena mahasiswa belum terlalu banyak. Seiring 
berjalannya waktu pedagang berganti berjualan menggunakan tenda tidak lagi 
dengan kursi beton. Lalu pedagang dibuatkan bedeng sebagai tempat 
berjualan dikantin dan diberikan fasilitas.
75
 Sehingga lama kelamaan kantin 
tersebut dikatakan dengan sebutan kantin panjang sampai saat ini, karena 
berderat memanjang kesamping. 
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 Sehingga setiap fakultas mempunyai kantin yang termasuk dalam kantin 
liar yang dikelola di fakultas masing-masing. Dalam hal ini banyak pedagang 
yang berjualan dimana mana sehingga merusak kebersihan, ketertiban, 
keindahan, dan keamanan serta kenyamanan lingkungan kampus. Kemudian 
karena tidak adanya peraturan kantin yang menyangkut kebersihan maupun 
ketertiban lingkungan kampus karena keberadaan setiap kantin liar di 
berbagai fakultas, dimana kebersihannya tidak terjamin. Maka timbullah ide 
kantin itu dijadikan dan dibagun maupun dipusatkan di satu tempat yang 
dikelola langsung oleh rektorat dalam hal ini bagian rumah tangga untuk 
menertibkan para pedagang yang berjualan tidak tertib agar terjaminnya 
kebersihan maupun ketertiban lingkungan kampus.
76
 
Pak aziz bagian kabag tata usaha fakultas syariah, mengatakan pada 
zaman beliau bahwa ada MUI tentang pengelola atau surat kontrak untuk 
menentukan biaya kontrak sewa sebulan maupun pertahun. Berdirinya kantin 
sekitar tahun 2007 mulai adanya kantin panjang. 
Pedagang menggunakan fasilitas tempat kantin tersebut dengan 
membayar uang sewa kontrak dalam setahun maupun sebulan tergantung 
pedagang. Dimana dulu pembayaran mulai dari Rp. 400.000 setahun hingga 
sampai sekarang naik menjadi Rp. 7.000.000 setahun sama uang keamanan 
satpam.
77
 Sampai sekarang kantin syariah UIN Raden Intan Lampung yang 
disebut dengan kantin panjang yang terdiri dari 11 kantin yaitu: 
1. Kantin Bude 
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 2. Kantin Pak Rebo 
3. Kantin Unggu 
4. Kantin Goyang Lidah 
5. Kantin Ibu Istiana 
6. Kantin Mba Yuni 
7. Kantin Panjang Somay 
8. Kantin Anugrah 
9. Kantin Ibu Zau 
10. Kantin Berkah 
11. Kantin Fotocopy 
B. Pelaksanaan Akad Jual Beli di Kantin Syariah UIN Raden Intan 
Lampung 
Transaksi jual beli yang terjadi pada kantin syariah UIN Raden Intan 
Lampung dimana pedagang memberikan pengembalian sisa pembelian 
dengan berupa barang yaitu permen. Ketika melakukan transaksi jual beli 
yaitu mahasiswa datang kemudian duduk dan memanggil pedagang untuk 
memesan menu yang ingin dipesan. Setelah mahasiswa selesai menerima 
menu yang sudah dipilih lalu mahasiswa memanggil pedagang kantin untuk 
membayar. Kemudian pedagang kantin menghitung menu yang sudah dibeli 
mahasiswa, dan mahasiswa membayar menu yang ia beli dengan alat 
pembayaran berupa uang.  
Namun pedagang sering memberikan pengembalian sisa pembelian 
berupa barang yaitu permen jika tidak mempunyai uang pas seperti Rp. 500 
maupun Rp. 1.000. Jika uang kembalian Rp. 500 maka mahasiswa akan 
 mendapat permen sebanyak tiga buah dan jika Rp. 1.000 maka mahasiswa 
akan mendapat enam buah permen. Pengembalian sisa pembelian diatas Rp. 
2.000 dimana pedagang selalu memberikan pengembalian sisa pembelian 
dengan berupa uang. 
Sehingga transaksi jual beli dengan pengembalian sisa pembelian 
dengan barang pada kantin syariah UIN Raden Intan Lampung tidak adanya 
persetujuan terlebih dahulu dari pedagang kepada mahasiswa tetapi hanya 
kebijakan dari pedagang karena tidak adanya uang pas. Banyak mahasiswa 
yang tidak rela pengembalian menggunakan barang yaitu permen sehingga 
mahasiswa harus menerima pengembalian sisa pembelian jika pedagang tidak 
mempunyai uang pas. Hasilnya, tawaran uang kembalian yang diganti dengan 
permen seperti sebuah tawaran paksaan yang mana mahasiswa tidak 
mempunyai pilihan selain berkompromi dan menerima permen dengan lapang 
dada, meski sebenarnya tidak sedang membutuhkan permen. Sehingga banyak 
mahasiswa yang mengeluh dengan praktik pengembalian sisa pembelian 
dengan barang yaitu permen, karena mereka menganggap uang lebih penting 
dan bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya dari pada permen.  
Dalam transaksi jual beli yaitu harus adanya persetujuan dari pedagang 
kantin kepada mahasiswa ketika akan memberikan pengembalian sisa 
pembelian dengan barang agar transaksi tersebut sesuai dengan aturan syariat 
Islam. Dimana pedagang kantin seharusnya mengupayakan pengembalian sisa 
pembelian dengan uang bukan berupa permen, karena uang tersebut masih 
bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya dari pada permen dan tidak semua 
 mahasiswa UIN Raden Intan Lampung setuju serta dapat menerima 
pengembalian sisa pembelian berupa permen. 
Saat ini penyediaan uang kecil memang menjadi suatu masalah bagi 
para pedagang kantin syariah. Hal ini memaksa para pedagang khususnya 
pengelola pedagang kantin syariah UIN Raden Intan Lampung untuk 




C. Praktik Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang 
1. Data Pihak Yang Bertransaksi 
a. Penjual 
Penjual adalah pihak atau orang yang melakukan transaksi 
penjualan.
78
 Adapun yang menjadi pihak penjual dalam pengembalian 
sisa pembelian dengan barang di Kantin Syariah UIN Raden Intan 
Lampung adalah pedagang kantin. 
Tabel 1 
Daftar Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung 
No Nama dan Jabatan Umur Menjual 
1. Tumini (Pemilik Kantin 
Bude) 
40 Tahun menjual makanan, 
minuman serta tekwan. 
2. Rebo (Pemilik Kantin 
Pak Rebo) 
48 Tahun  Pemilik Kantin Pak 
Rebo menjual mie 
ayam, bakso, soto dan 
minuman. 
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 3. Leni (Pemilik Kantin 
Unggu) 
30 Tahun Kantin Unggu menjual 
makanan dan minuman. 
4. Ida (Pemilik Kantin 
Goyang lidah) 
34 Tahun Kantin Goyang Lidah 
menjual makanan serta 
minuman. 
5. Istiana (Pemilik Kantin 
Istiana) 
52 Tahun Pemilik Kantin Istiana 
menjual rokok, 
makanan dan minuman. 




Pemilik Kantin mba 




Tri (Pemilik Kantin 
Panjang Somay) 
40 Tahun Kantin Panjang Somay 
menjual somay, 
minuman, jajanan, 
pulsa, dan rokok. 





menjual makanan dan 
minuman. 




Kantin Ibu Zau menjual 
makanan dan minuman. 




Kantin Berkah menjual 
makanan dan minuman. 






fotocopy dan menjual 
perlengkapan alat tulis. 
Sumber: Wawancara dengan pedagang Kantin Syariah UIN Raden Intan 
Lampung, tanggal 26 Oktober 2017 
b. Pembeli 
Pembeli adalah orang yang membeli atas suatu barang.
79
 Dalam 
hal ini adapun yang menjadi pihak pembeli pada Kantin Syariah UIN 
Raden Intan Lampung adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 2 
Daftar Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 
No Nama Fakultas Jurusan Semester 
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 1 Eni Susilowati Syariah Muamalah 6 
2 Narul Ita Sari Syariah Muamalah 4 
3 Julia Nurma Syahria Syariah Muamalah 3 
4 Ayu Afifah Syariah Muamalah 6 
5 Saidah Syariah Muamalah 2 
6 Resa Wulandari Syariah Muamalah 4 
7 Lina Oktasari Syariah Muamalah 6 
8 Tri Setia Syariah Muamalah 6 
9 Muhammad Ridho Syariah Muamalah 8 
10 Ira Amalia Syariah Muamalah 6 
11 Erhanna Mira S Syariah Akuntansi 4 
12 Kiki Kurnia Syariah Ekonomi 2 
13 Lisdiana Syariah Perbankan 6 
14 Ratu Desta FEBI Ekonomi 6 
15 Rima Puspita Dewi FEBI Ekonomi 2 
16 Martin Fajar Sukma FEBI Akuntansi 4 
17 Firstella Apnizar FEBI Ekonomi 8 
18 Siti Wulandari FEBI Akuntansi 2 
19 Nurelita FEBI Ekonomi 5 
20 Tia Destiana FEBI Ekonomi 5 
21 Afiful Ikhwan FEBI Bahasa Arab 8 
22 M Saddam al Rasyid FEBI Fisika 9 
23 Tri Utami Tarbiyah Biologi 4 
24 Yowanta Shinta  Tarbiyah Matematika 8 
25 Yudanti Putri Tarbiyah Bahasa Arab 5 
26 Syonia Aiza Tamara Dakwah  PGMI 7 
27 Uswatun Hasanah  Dakwah PGMI 4 
28 Novita Sari Dakwah PGMI 6 
29 Renggom Puspita Dakwah BKI 8 
30 Sarah Halimah  Dakwah BKI 3 
31 Romadhon Fadhilah Unsuludin  Psikologi 
Islam 
7 
32 Rahmad Reno Unsuludin Psikologi 
Islam 
5 
33 Khoirul Imrah Unsuludin Sosiologi 
Agama 
3 
34 Febriyansah Unsuludin Psikologi 
Islam 
6 
35 Ahmad habibi Unsuludin Sosiologi 
Agama 
8 
Sumber: Wawancara dengan Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dicatat 
tanggal 17 Mei 2018 
 
 Dalam hal ini disajikan beberapa pendapat pedagang kantin 
syariah UIN Raden Intan Lampung mengenai praktik pengembalian 
sisa pembelian dengan barang antara lain: 
1. Menurut ibu Tumini sebagai pemilik kantin Bude pada kantin 
syariah UIN Raden Intan Lampung, jika ditanya apakah sering 
mengembalikan sisa pengembalian dengan permen beliau 
mengatakan bahwa sering menggunakan permen sebagai alat sisa 
pengembalian, dengan alasan karena tidak adanya ketersediaan 
uang kecil seperti Rp. 500,- sampai Rp. 1.000. Tetapi 
pengembalian diatas Rp. 2.000 maka akan selalu dikembalikan 
dalam bentuk uang. Jika ditanya apakah ada kesepakatan terlebih 
dahulu dengan mahasiswa, ibu Tumini hanya menjawab mau 
tidak mau melakukan pengembalian sisa pembelian tersebut 
karena dari pada tidak adanya pengembalian.
80
 
2. Menurut ibu Istiana sebagai pemilik kantin Istiana mengatakan 
sering melakukan praktik pengembalian sisa pembelian berupa 
barang yaitu permen dengan alasan bahwa hal itu sangat mudah 
diterapkan karena pada saat sekarang susah untuk mencari uang 
kecil seperti uang Rp. 500,- sampai 1.000. Hal ini dilakukan mau 
tidak mau dari pada tidak adanya sisa pengembalian.
81
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 3. Menurut ibu Tri pemilik kantin panjang somay mengatakan sering 
memberikan permen sebagai alat pengembalian sisa pembelian 
karena sudah menjadi tradisi di kantin syariah menggunakan 
permen dan untuk mendapatkan uang kecil itu sangatlah susah, 
seperti Rp. 5.00,- maupun Rp. 1.000. Tetapi jika pengembalian 
diatas Rp. 2.000 selalu dikembalikan dalam bentuk uang. 
Melakukan hal ini dengan alasan dari pada tidak adanya sisa 
pengembalian maka diberikan permen.
82
 
4. Menurut ibu Zau pemilik kantin ibu Zau mengatakan bahwa 
pernah melakukan pengembalian sisa pembelian dengan barang 
yaitu permen jika benar-benar tidak mempunyai stock uang kecil. 
Tetapi jika ada uang Rp. 500,-  maupun Rp. 1.000 maka akan 
diberikan dalam bentuk uang tetapi jika benar-benar tidak ada 




5. Menurut ibu Ida pemilik kantin goyang lidah mengatakan bahwa 
sering melakukan pengembalian sisa pembelian dengan barang 
karena dengan alasan tidak mempunyai uang kecil seperti 
Rp.5.00,- maupun Rp.1.000. Dalam hal ini melakukan 
pengembalian sisa pembelian mau tidak mau dari pada tidak 
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 adanya pengembalian sehingga selalu menstock permen sebagai 
alat pengembalian kepada mahasiswa.
84
 
6. Menurut ibu Lili sebagai pemilik kantin anugrah mengatakan 
bahwa sering melakukan pengembalian sisa pembelian dengan 
barang karena susah untuk mencari uang kecil sehingga mau tidak 
mau memberikan permen sebagai sisa pengembalian.
85
 
7. Menurut lia sebagai karyawan kantin Fotocopy mengatakan 
pernah melakukan praktik pengembalian sisa pembelian dengan 
barang karena jika tidak adanya stock uang kecil maka digantian 
dengan fotocopy tidak memberikan dalam bentuk permen dengan 
alasan banyak mahasiswa yang tidak ingin dikembalikan dalam 
bentuk permen. Jika tidak mempunyai uang kecil maka akan 
diberikan fotocopy jika Rp.500,- maka akan diberikan 3 buah 
lemar kertas fotocopy jika Rp. 1.000 maka akan diberikan 10 
buah lembar kertas fotocopy.
86
 
8. Menurut Yana pemilik kantin berkah mengatakan bahwa sering 
melakukan praktik pengembalian sisa pembelian karena susah 
untuk mencari uang kecil seperti Rp.500,- maupun Rp. 1.000. 
Dalam hal ini dilakukan mau tidak mau dari pada tidak adanya 
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9. Menurut Leni sebagai karyawan kantin unggu mengatakan bahwa 
pernah melakukan praktik pengembalian sisa pembelian dengan 
barang yaitu permen, karena tidak mempunyai uang kecil. Dalam 
hal ini melakukan pengembalian sisa pembelian dengan barang 
mau tidak mau dari pada tidak adanya pengembalian sehingga 
selalu menstock permen sebagai alat pengembalian.
88
 
10. Menurut ibu Yuni sebagai pemilik kantin mba Yuni mengatakan 
bahwa melakukan praktik pengembalian sisa pembelian karena 
tidak mempunyai uang kecil seperti Rp.500,- maupun Rp.1.000 
tetapi jika pengembalian diatas Rp. 2.000 maka akan 
dikembalikan dalam bentuk uang. Tetapi jika mempunyai uang 
kecil maka pengembalian selalu dikembalikan dalam bentuk uang 
bukan barang. Dalam hal ini dilakukan pengembalian dengan 




11. Menurut pak Rebo sebagai pemilik kantin pak Rebo mengatakan 
bahwa pernah melakukan praktik pengembalian sisa pembelian 
dengan barang dengan alasan bahwa sulit untuk mencari uang 
kecil seperti Rp.500,- maupun Rp. 1.000. Jika pengembalian Rp. 
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 500,- maka mahasiswa akan mendapatkan permen tiga buah tetapi 
jika pengembalian Rp. 1.000 maka mahasiswa akan mendapat 
enam permen. Jika ditanya apakah adanya persetujuan 
menggunakan permen sebagai pengembalian sisa pembeli 
pedagang hanya menjawab dari pada tidak adanya pengembalian 
sehingga kantin pak rebo selalu menstock permen sebagai sisa 
pengembalian jika tidak mempunyai uang pas.
90
 
Bahwa jawaban pemilik dan karyawan dari 11 kantin UIN 
Raden Intan Lampung sama yaitu pernah melakukan transaksi sisa 
pengembalian dengan permen dan beralasan karena tidak mempunyai 
uang kecil seperti Rp. 500,- maupun Rp. 1.000. Jika pengembalian Rp. 
500,- maka mahasiswa akan mendapatkan tiga buah permen dan jika 
pengembalian Rp. 1.000 mendapatkan enam buah permen.  
Tetapi jika stock uang tersedia maka mahasiswa selalu 
mendapatkan sisa pengembalian dengan berupa uang. Rata-rata jika 
pengembalian diatas Rp. 2.000 maka akan dikembalikan dalam bentuk 
uang. Dan pedagang melakukan pengembalian sisa pembelian dengan 
barang kepada mahasiswa karena sulit nya mencari uang kecil, 
sehingga pedagang kantin syariah UIN Raden Intan Lampung selalu 
menyediakan permen sebagai alat pengembalian.  
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 Mahasiswa/i yang setuju terhadap praktik pengembalian sisa 
pembelian dengan barang yaitu permen terdiri dari 12 Mahasiswa/i 
dan yang tidak setuju terdiri dari 23 Mahasiswa/i.  
Hasil wawancara antara penulis dengan mahasiwa yang tidak 
setuju mengenai praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang 
pada kantin syariah UIN Raden Intan Lampung antara lain: 
1. Menurut Narul Ita Sari ia mengatakan bahwa ia sering 
mendapatkan pengembalian menggunakan permen ketika 
berbelanja di kantin syariah. Dalam hal ini ia sangat tidak setuju 
dengan sistem transaksi pengembalian yang dilakukan pada 
kantin syariah, karena uang tidak sama dengan permen (uang ya 
uang permen ya permen). Sehingga dalam hal ini uang belum 
tentu sama nilainya dengan permen. Sehingga ia tidak rela 
pengembalian menggunakan barang yaitu permen, dan tindakan 
pedagang termasuk tindakan memaksa (tidak ada persetujuan) 
terlebih dahulu tetapi hanya kebijakan pedagang saja karena tidak 
adanya ketersediaan uang kecil.
91
 
2. Menurut Julia Nurma Syahria ia menjelaskan bahwa ia sangat 
tidak setuju dalam transaksi sisa pengembalian yang diberikan 
oleh pedagang menggunakan permen. Karena alasannya dalam 
jual beli ketika sisa pengembalian itu harus berbentuk uang bukan 
berbentuk barang, yang secara tidak langsung adanya unsur 
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 pemaksaan dari pihak pedagang kantin sehingga akan mengurangi 
suatu faedah transaksi tersebut. Dan ia sering mendapatkan 
pengembalian dengan permen di Kantin UIN Raden Intan 
Lampung, dengan alasan tidak adanya ketersediaan uang receh.
92
 
3. Menurut Ayu Afifah ia mengatakan bahwa ia sangat tidak setuju 
dan tidak rela dengan adanya praktik pengembalian sisa 
pembelian, karena transaksi tersebut menyebabkan ketidakadilan 
pihak pembeli yaitu mahasiswa karena uang dianggap lebih 
penting dari pada permen. Sehingga tindakan pedagang termasuk 
tindakan memaksa (tidak ada persetujuan) tetapi hanya kebijakan 
kantin saja dari pada tidak adanya sisa pengembalian.
93
 
4. Menurut Lina Oktasari ia tidak setuju terhadap sistem 
pengembalian sisa pembelian menggunakan permen di kantin 
UIN Raden Intan Lampung, karena uang dianggap lebih berharga 
dari pada permen walaupun nilainya kecil dan masih bisa 
dipergunakan untuk keperluan lainnya. Sehingga tindakan 
pedagang ketika memberikan permen sebagai alat pengembalian 
adalah tindakan memaksa (tidak ada persetujuan).
94
 
5. Menurut Tri Setia ia tidak setuju dengan adanya sistem 
pengembalian sisa pembelian dengan barang karena ia 
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 mengangap bahwa uang lebih bernilai dan seharusnya sesuai 
dengan ngasihnya (ngasih bayar dengan uang harus kembalian 
nya dengan uang). Ia juga mengatakan bahwa tindakan pedagang 
adalah tindakan memaksa yaitu tidak adanya persetujuan terlebih 
dahulu kepada mahasiswa sehingga ia tidak rela dengan adanya 
praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang.
95
 
6. Menurut Muhammad Rido ia mengatakan bahwa ia sangat tidak 
setuju karena pengembalian sisa pembelian dengan barang 
seharusnya pengembalian menggunakan uang, karena sisa 
pengembalian dengan permen terkadang tidak diperlukan dan 
membuat pengeluaran menjadi bertambah. Sehingga tadinya si 
pembeli berniat tidak ingin membeli permen jadi membeli permen 
dengan alasan pengembalian sisa pembelian tersebut. Sehingga 
tindakan pedangang kepada mahasiswa merupakan tindakan 




7. Menurut Ira Amalia ia mengatakan bahwa ia sangat tidak setuju 
dan tidak rela dengan adanya praktik pengembalian sisa 
pembelian dengan barang. Sehingga pengembalian sisa pembelian 
dengan barang harus dikembalian dengan uang karena tidak 
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 semua mahasiswa rela dan uang dianggap lebih penting serta bisa 
dipergunakan lainnya bagi kalangan mahasiswa.
97
 
8. Menurut Erhanna Mira S ia mengatakan bahwa ia tidak rela dan 
tidak setuju dengan adanya sistem pengembalian sisa pembelian 
dengan barang yaitu permen, karena uang masih bisa 
dipergunakan untuk keperluan lainnya bagi kalangan mahasiswa. 
Serta tidak adanya persetujuan terlebih dahulu antara pedagang 
kepada mahasiswa tetapi hanya kebijakan pedagang saja sehingga 




9. Menurut Kiki Kurnia ia mengatakan bahwa ia tidak rela serta 
tidak setuju dengan adanya transaksi jual beli dengan sistem 
pengembalian sisa uang pembeli dengan barang. Seharusnya 
pihak pedagang mengupayakan adanya pengembalian sisa uang 
pembeli dengan uang bukan dengan barang karena tidak semua 
kalangan mahasiswa dapat menerima barang atau permen sebagai 
alat pengembalian. Karena dalam hal ini uang masih bisa 
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 10. Menurut Rima Puspita Dewi ia mengatakan pernah mendapatkan 
pengembalian sisa pembelian dengan barang di kantin syariah 
UIN Raden Intan Lampung ketika sedang berbelanja. Ia tidak 
setuju karena pengembalian sisa pembelian dengan barang 
tersebut tidak adil bagi mahasiswa karena uang lebih penting dari 
pada permen dan masih bisa dipergunakan untuk keperluan 
lainnya. Seharusnya pedagang mengupayakan adanya 
pengembalian sisa pembelian dengan uang bukan dengan barang 
walaupun nilai uang hanya Rp. 500,- dan Rp. 1.000.
100
 
11. Menurut Firstella Aprizal ia mengatakan bahwa sering 
mendapatkan pengembalian sisa pembelian dengan barang pada 
kantin syariah. Bahwa ia tidak setuju dan tidak rela permen 
dijadikan sebagai alat pengembalian sisa pembelian, karena 
walaupun uang Rp. 500,- serta Rp. 1.000 masih bisa 
dipergunakan untuk keperluan lainnya jika dikembalikan dalam 
bentuk permen maka akan merugikan mahasiswa.
101
 
12. Menurut Siti Wulandari ia mengatakan bahwa pernah 
mendapatkan permen sebagai alat pengembalian sisa pembelian di 
kantin syariah. Pedagang memberikan permen kepada mahasiswa 
tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak pedagang. 
Sehingga dalam hal ini mahasiswa merasa tidak rela jika 
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 pengembalian sisa pembeli dialihkan dengan permen yang secara 
langsung adanya unsur pemaksaan dan uang dianggap lebih 
penting karena bisa dipergunakan untuk keperluan lain.
102
 
13. Menurut Tia Destiana ia mengatakan bahwa sering mendapatkan 
permen sebagai pengembalian sisa pembelian ketika berbelanja di 
kantin syariah. Jika pedagang tidak mempunyai uang kecil maka 
pedagang akan memberikan permen sebagai pengembalian sisa 
pembelian sehingga mahasiswa mau tidak mau harus harus 
menerima permen dengan lapang dada tanya adanya kompromi 
terlebih dahulu. Mahasiswa tidak rela dengan pengembalian 
tersebut karena walaupun Rp. 5.00 serta Rp.1.000 masih bisa 
dipergunakan untuk keperluan lainnya.
103
 
14. Menurut Afifatul Ikhwan ia mengatakan bahwa pernah 
mendapatkan pengembalian sisa pembelian di kantin syariah. 




15. Menurut Muhammad Sadam Rasyid ia mengatakan bahwa pernah 
mendapatkan pengembalian sisa pembelian dengan permen 
walaupun tidak terlalu sering berbelanja di kantin syariah. 
Pengembalian sisa pembelian yang dilakukan pada kantin syariah 
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 tidak adanya persetujuan terlebih dahulu antara pedagang kantin 
dengan mahasiswa, tetapi hanya kebijakan pedagang saja karena 




16. Menurut Tri Utami  ia mengatakan bahwa ia tidak setuju dan 
tidak rela dengan adanya pengembalian sisa pembelian dengan 
barang. Seharusnya pengembalian tersebut dikembalian dalam 
bentuk uang karena tidak semua kalangan mahasiswa dapat 
menerima permen sebagai pengembalian sisa pembelian. Dan 
tindakan pedagang tersebut terkesan memaksa yaitu tidak adanya 




17. Menurut Yowanta Shinta ia mengatakan bahwa ia tidak rela 
dengan sistem pengembalian sisa pembelian dengan barang  pada 
kantin syariah karena uang tidak sama nilainya dengan permen. 
seharusnya pedagang mengupayakan pengembalian menggunaka 
uang agar transaksi jual beli sesuai syariat Islam.
107
 
18. Menurut Syonia Azia Tamara ia mengatakan bahwa pernah 
mendapatkan permen sebagai sisa pengembalian ketika 
berbelanja di kantin syariah. Dalam hal ini ia tidak setuju karena 
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 permen atau sejenisnya bukan termasuk alat tukar sehingga tidak 
boleh menjadi pengganti uang kembalian belanja. Tindakan 
pedagang ketika memberikan permen sebagai sisa kembalian 
adalah tindakan memaksa yaitu tidak adanya persetujuan terlebih 
dahulu antara pedagang kantin dengan mahasiswa. 
108
 
19. Menurut Uswatun Hasanah ia mengatakan bahwa ia tidak setuju 
dengan adanya pengembalian sisa pembelian dengan permen 
karena menganggap uang lebih penting dan bisa dipergunakan 
untuk keperluan lainnya. Tindakan pedagang ketika memberikan 
permen adalah tindakan memaksa tanpa adanya persetujuan 
terlebih dahulu antara pedagang kantin dengan mahasiwa.
109
 
20. Menurut Novita Sari ia mengatakan bahwa ia tidak terlalu sering 
berbelanja di kantin syariah tetapi pernah mendapat 
pengembalian sisa pembelian dengan permen pasa saat 
berbelanja. Ia tidak rela dan tidak setuju jika pengembalian sisa 
pembelian diganti dengan permen, karena uang lebih bernilai dan 
bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya bagi kalangan 
mahasiswa. Jika pedagang tidak mempunya uang kecil seperti 
Rp. 500,- maka mahasiswa akan mendapatkan tiga buah permen 
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21. Menurut Sarah Halimah ia mengatakan bahwa pengembalian sisa 
pembelian tersebut tidak adanya persetujuan terlebih dahulu 
antara pedagang dengan mahasiswa tetapi hanya kebijakan 
kantin saja. Ia tidak rela pengembalian menggunakan permen, 
karena seharusnya pengembalian menggunakan uang.
111
 
22. Menurut Ramadhan Fadhi ia mengatakan bahwa pernah 
mendapatkan permen sebagai pengembalian sisa pembelian di 
kantin syariah. Dalam praktik pengembalian tersebut ia sangat 
tidak rela dan tidak setuju karena dalam jual beli sisa ketika 
pengembalian itu harus berbentuk uang bukan berbentuk barang 
yang secara tidak langsung adanya unsur pemaksaan.
112
 
23. Menurut Ahmad Habibi ia mengatakan tidak setuju dan tidak rela 
dengan adanya pengembalian sisa pembelian dengan barang di 
kantin syariah karena pengembalian seharusnya dengan uang dan 
uang tersbut masih bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya 
bagi kalangan mahasiswa. Pedagang memberikan permen 
sebagai pengembalian jika tidak mempunyai uang kecil seperti 
Rp. 500,- maka mahasiwa mendapatkan tiga buah permen dan 
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24. Transaksi pengembalian sisa pembelian dengan barang yang 
dilakukan pedagang kepada mahasiwa UIN Raden Intan Lampung 
yaitu Eni Susilowati, Saidah, Resa Wulandari, Lisdiana, Ratu 
Desta, Martin Fajar Sukma, Nurelita, Yudanti Putri, Renggom 
Puspita, Rahmad Reno, Khoirul Imrah, dan Febriyansyah. 
Menurut hasil wawancara meraka sependapat tentang 
pengembalian sisa pembelian dengan permen. Dimana mereka 
setuju dengan praktik pengembalian sisa pembelian dengan 
barang yaitu permen, karena alasannya terkadang pedagang tidak 
mempunyai uang kecil seperti Rp. 500,- maupun uang Rp. 1.000 
untuk mengembalikan sisa uang pembeli. Maka dari itu pedagang 
memberikan sisa kembalian dalam bentuk barang yaitu permen. 
Tindakan pedagang ketika memberikan permen sebagai alat 
pengembalian adalah tidak memaksa, alasannya dari pada tidak 
adanya pengembalian sisa pembelian sehingga mereka rela 




2. Faktor Terjadinya Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang 
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 Pedagng Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung sudah lama 
menggunakan permen sebagai alat pengembalian sisa pembelian kepada 
mahasiswa. Pedagang menyebutkan bahwa alasan memberikan permen 
sebagai alat sisa pengembalian karena tidak adanya ketersediaan stock 
uang kecil. 
Pedagang kantin memberikan permen sebagai alat pengembalian, 
karena hal ini lebih mudah dan praktis dari pada tidak adanya 
pengembalian sehingga pedagang selalu menyediakan permen sebagai 
alat pengembalian sisa pembelian. Tetapi bila ada stock uang kecil maka 
pedagang akan selalu memberikan kembalian dengan bentuk uang sesuai 
dengan sisa pengembalian. Jika tidak adanya stock uang kecil maka akan 
dikembalikan dengan bentuk barang yaitu permen. pedagang juga 
mengatakan pengembalian di atas Rp. 2.000 pasti selalu di kembalikan 
dalam bentuk uang tidak pernah dikembalikan dalam bentuk permen.
115
 
Sisa pengembalian menggunakan barang yaitu permen sudah 
menjadi kebiasaan atau tradisi di kantin syariah UIN Raden Intan 
Lampung. Alasan yang paling sering diungkapkan oleh pedagang ketika 
ditanya mengapa menggunakan permen sebagai alat pengembalian ialah 
karena tidak adanya ketersediaan stock uang kecil seperti Rp.500,- 
maupun Rp.1.000. 
Dalam hal ini jika ditanya apakah adanya kesepakatan antara 
pedagang dengan mahasiswa, pedagang pasti hanya menjawab mau tidak 
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 mau dari pada tidak adanya pengembalian sisa pembelian.
116
 Sehingga 
transaksi ini tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu antara pedagang 
dengan  mahasiswa, melainkan hanya kebijakan dari pihak pedagang 
karena mau tidak mau dari pada tidak adanya pengembalian sisa 
pembelian. Hal ini menyebabkan pihak pembeli yaitu khususnya 
mahasiswa, harus mau tidak mau serta ikhlas tidak ikhlas wajib 
menerima permen sebagai alat pengembalian sisa pembelian. 
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A. Praktik Pengambalian Sisa Pembelian Dengan Barang Pada Kantin 
Syariah UIN Raden Intan Lampung 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu 
hasil dari wawancara dan dokumentasi, beserta data kepustakaan baik data 
yang diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau kitab terjemahannya, 
buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian 
ini, yaitu yang berjudul “pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa 
pembelian dengan barang” (studi kasus pada kantin syariah UIN Raden 
Lampung), maka sebagai langkah selanjutnya akan dianalisis data yang telah 
dikumpulkan untuk menjawab dalam penelitian ini. 
Telah diketahui bahwa teks-teks al-Qur‟an, sunnah dan pendapat-
pendapat terdahulu yang telah terkodifikasi sifatnya terbatas, sementara itu 
permasalahan-permasalahan serta berbagai peristiwa hukum terus 
bermunculan dalam jumlah yang tak terbatas. Selain itu, kandungan nash 
yang begitu luas terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda diantara 
para mujtahid. Karenanya, dibutuhkan sifat tasamuh dan keterbukaan serta 
kesadaran pada setiap kita untuk memenuhi hal ini. 
Permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks biasanya terjadi 
pada ruang lingkup muamalah, karena dalam lingkup ini manusia diberi 
kebebasan untuk bertindak selagi tidak berseberangan dengan syara‟. Berbeda 
 dalam lingkup ibadah, dimana dalam hal ibadah yang didalamnya telah diberi 
batasan dan aturan-aturan serta rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh 
syara‟. 
Permasalah  tersebut sejalan dengan bunyi kaidah fiqiyah sebagai 
berikut :
 
Artinya: “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga 
terdapat dalil yang mengharamkan”.117 
 
Seiring dengan permasalahan dalam lingkup muamalah yang begitu 
kompleks sebagaimana tersebut diatas, permasalahan yang muncul 
diantaranya adalah mengenai pengembalian sisa pembelian pada transaksi  
jual beli yang ada di kantin syariah UIN Raden Intan Lampung. Dimana 
terdapat kondisi tertentu pada saat mahasiswa membayar barang atau 
makanan yang dibeli, kemudian membayar dengan uang lebih yang 
berkonsekuensi pada keharusan pihak pedagang untuk mengembalikan sisa 
pembelian dengan barang yaitu permen. Dalam hal ini pedagang memberikan 
permen jika sisa kembalian Rp. 500,- maka akan diberikan 3 permen dan jika 
Rp. 1.000,- maka akan diberikan 6 permen. Seharusnya pedagang memiliki 
kewajiban untuk mengupayakan sisa kembalian berupa uang bukan dengan 
permen sehingga transaksi jual beli dikatakan sah. 
Pada kantin syariah UIN Raden Intan Lampung biasanya sisa 
pengembalian tidak terlalu menjadi masalah, karena pedagang sering 
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 memberikan sisa uang pembelian yang belum ada ini dengan memberikan 
permen sebagai alat kembalian. Jika memang uang recehan masih ada, maka 
mahasiswa akan mendapatkan uang sebagai alat pengembalian. Saat ini 
banyak dijumpai penyelesaian sepihak oleh pedagang kantin saja dengan 
memberikan uang kembalian yang berbentuk barang yaitu permen tanpa 
melalui proses penawaran dari pihak mahasiswa sebagai pemilik harta yang 
sesungguhnya (pembeli), sehingga hal ini pun sering terjadi pada kantin 
syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam hal ini mahasiswa mau tidak mau 
serta ikhlas tidak ikhlas harus menerima uang kembalian yang digantikan 
dengan permen. 
Keadaan seperti ini biasanya terjadi ketika banyak mahasiswa yang 
datang ke kantin, sedangkan pihak pedagang tidak selalu mempunyai uang 
kecil. Sehingga pedagang memberikan permen kepada mahasiswa sebagai 
pengembalian sisa pembelian. Maka dalam hal ini pedagang kantin 
berinisiatif memberikan permen sebagai alat pengembalian karena 
ketidakadaan uang kecil. Seharusnya pedagang mengupayakan pengembalian 
dalam bentuk uang, karena tidak semua mahasiswa rela sisa pengembalian 
dengan permen dan uang dianggap lebih bernilai serta bisa dipergunakan 
untuk keperluan lainnya. Transaksi jual beli dianggap sah sesuai dengan 
aturan syariat Islam apabila mahasiswa dan pedagang saling merelakan serta 
tidak adanya pihak yang merasa dirugikan tentunya dalam hal pengembalian 
sisa pembelian. 
 
 B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian 
Dengan Barang Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung  
Pedagang kantin sebenarnya telah melakukan transaksi seperti pada 
umumnya di supermarket maupun swalayan yang sedang mengalami gejala 
kesulitan ketersediaan stok uang recehan sehingga menggunakan sisa 
pengembalian dengan barang yaitu permen. Tidak pasti hal itu benar atau 
tidak terkait dengan semakin tidak berartinya nominal uang kecil, hal itu 
berdampak semakin malasnya para pedagang untuk menyediakan stok uang 
kecil seperti uang Rp. 500,- maupun Rp. 1.000 yang seharusnya digunakan 
sebagai pengembalian sisa pembelian. 
Di sinilah letak permasalahan, pada kenyataannya banyak mahasiswa 
yang mengalami kejadian kurang menyenangkan di kantin syariah UIN Raden 
Intan Lampung. Hal itu terjadi pada mahasiswa, ketika sedang membeli 
sesuatu dan ternyata sisa kembalian yang diberikan pedagang bukan dalam 
bentuk uang melainkan diganti sendiri dengan permen.  
Dalam Islam Jual beli adalah penjual dan pembeli yang saling tukar 
menukar barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka 
sama suka, sehingga keduanya memperoleh kebutuhan secara sah. Jual beli 
merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang baik itu 
jual beli dalam skala kecil ataupun skala besar. Namun, tidak semua transaksi 
jual beli dilakukan secara benar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an 
surat An-Nisa‟ ayat 29 pada hal 30, melihat dari praktik pengembalian sisa 
 pembelian dengan barang pada kantin syariah UIN Raden Intan Lampung 
adalah hal yang tidak diperbolehkan.  
Dimana dalil diatas menegaskan bahwa dilarangnya mengambil harta 
secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. 
Pedagang kantin syariah UIN Raden Intan Lampung telah melakukan jual beli 
bukan atas dasar suka sama suka, melainkan dengan cara memaksa mahasiswa 
untuk menerima sisa pengembalian dengan barang yaitu berupa perme tanpa 
adanya persetujuan terlebih dahulu. 
Dimana transaksi tersebut sifatnya memaksa bukan atas dasar suka 
sama suka, karena belum tentu semua mahasiswa rela permen sebagai alat 
pengembalian. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan 
berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab 
dan kabul.   
Rasulullah Saw, bersabda: 
 
Artinya: “Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” 




Dalam hal transaksi sisa pengembalian menggunakan permen pada 
kantin tersebut belum tentu semua mahasiswa rela permen sebagai alat 
kembalian, karena uang sisa kembalian tadi bisa dipergunakan untuk 
keperluan lainnya. Sehingga mahasiswa yang tadinya tidak berniat membeli 
permen jadi membeli permen dengan adanya pengembalian tersebut dan 
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 pengeluaran menjadi bertambah dengan sisa pengembalian menggunakan 
permen. 
Pengembalian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, 
cara, perbuatan dengan cara mengembalikan atau yang dikembalikan uang 
nya yang belum diserahkan. Sedangkan uang adalah sebagai alat pembayaran 
dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai 
alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa maupun sebagai alat 
tukar.
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Sehingga pedagang seharusnya mengembalikan sisa kembalian yang 
belum diserahkan dengan berupa uang bukan barang seperti permen. Karena 
jual beli harus saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada salah satu 
pihak yang merasa dirugikan. 
Transaksi jual beli dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat apabila 
memenuhi rukun dan syarat yang telah dibahas pada bab II. Transaksi 
sisapengembalian dengan barang yang dilakukan pedagang dengan 
mahasiswa telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi  tidak adanya sighat 
(lafaz ijab dan qabul) dimana hanya kebijakan sepihak dari pedagang karena 
tidak adanya ketersediaan uang kecil.  
Seharusnya transaksi yang dilakukan disertai dengan ijab dan qabul, 
karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya 
makna akad adalah kesepkatan yang diucapkan kedua belah pihak antara 
pedagang dan mahasiswa dimana mereka harus mematuhinya, seperti firman 
Allah sebagaimana berikut: 
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                   
                
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad  itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S 




Transaksi sisa pengembalian dikantin tersebut bahwa ketika mahasiswa 
memberikan uang lebih saat berbelanja pedagang langsung menyodorkan sisa 
kembalian berupa permen jika tidak adanya ketersediaan uang receh tanpa 
adanya kata sepakat antara kedua belah pihak tetapi hanya kebijakan pedagang 
saja. Namun yang jadi masalah adalah pedagang seolah tidak memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk menolak opsi yang ditawarkan oleh 
pedagang. Karena hal itu meski dalam jumlah nominal terbilang sangat kecil, 
tetapi mahasiswa menganggap bahwa uang lebih bernilai dari pada permen.  
Berdasarkan pengalaman mahasiswa saat berbelanja di kantin jika ingin 
menolak dan tetap menginginkan sisa kembalian dalam bentuk uang pasti 
pihak pedagang akan menjawab tidak mempunyai stock uang recehan. 
Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas mahasiswa wajib menerima uang 
kembalian berupa permen. Hasilnya, tawaran uang kembalian diganti dengan 
permen seperti sebuah tawaran paksaan yang mana mahasiswa tak mempunyai 
pilihan selain berkompromi dan menerima permen dengan lapang dada, meski 
sebenarnya tidak sedang membutuhkan permen untuk menyegarkan mulut. 
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 Tidak Jarang mahasiswa sering mengeluh dengan keadaan itu, karena mereka 
menggap uang lebih bernilai dari pada permen.  
Seharusnya jual beli yang sah yaitu adanya ijab dan qabul atau 
kesepakatan serta adanya dasar suka sama suka atau kerelaan antara pihak 
pedagang dengan mahasiswa agar transaksi tersebut dikatakan sah. Dimana 
pedagang kantin seharusnya mengupayakan sisa pengembalian dengan uang 
bukan berupa permen, karena uang dianggap lebih penting bagi mahasiswa 
walaupun nilainya kecil dan bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya. 
Sehingga jual beli pada kantin syariah UIN Raden Intan bisa dikatakan sah 
sesuai dengan syariat Islam, jika antara pedagang dan mahasiswa saling 
merelakan adanya pengembalian sisa harga dengan barang. 
  




Setelah dilakukan penelitian maka berdasarkan hasil peneliti di 
pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen sudah 
menjadi kebiasaan di Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam 
praktik ini pedagang memberikan permen sebagai alat pengembalian jika 
tidak adanya ketersediaan stock uang kecil. Tetapi jika adanya uang kecil 
maka pedagang selalu memberikan uang sebagai alat sisa pengembalian. 
Dalam hal ini mahasiswa mau tidak mau harus menerima pengembalian 
sisa pembelian dengan barang dari pada tidak adanya pengembalian 
tanpa adanya kompromi serta kesepakatan terlebih dahulu antara 
pedagang dan mahasiswa. 
2. Dalam pandangan hukum Islam jual beli dilarang untuk memakan harta 
orang lain secara batil kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka. 
Pengembalian sisa pembelian dengan barang di Kantin Syariah UIN 
Raden Intan Lampung merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan 
kaidah jual beli sesuai syariah Islam. Yakni dimana adanya unsur 
pemaksaan dari pedagang sehingga tidak adanya persetujuan kepada 
mahasiswa sebagai pembeli tetapi hanya kebijakan pedagang kantin saja 
memberikan sisa pengembalian dengan barang. Mahasiswa UIN Raden 
Intan Lampung merasa tidak rela dengan adanya pengembalian 
 menggunakan barang, karena mereka menganggap bahwa uang lebih 
penting dari pada permen dan bisa dipergunakan untuk keperluan 
lainnya. Dengan demikian, praktik pengembalian sisa uang pembeli yang 
digantikan dengan barang dibolehkan menurut hukum Islam apabila 
terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya unsur saling 
ridha sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka penulis perlu 
menyampaikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk menghindari keharaman dalam pengembalian sisa pembelian yang 
diganti dengan permen hendaknya pedagang ketika melakukan transaksi 
jual beli khususnya dalam pengembalian sisa pembelian harus adanya 
persetujuan terlebih dahulu agar adanya unsur kerelaan maupun unsur 
suka sama suka khususnya pihak pembeli yaitu mahasiswa UIN Raden 
Intan Lampung.  
2. Seharusnya pedagang kantin selalu menyediakan stock uang kecil agar 
tidak terjadinya pengembalian sisa pembelian menggunakan permen, 
karena tidak semua mahasiswa menyukai permen sebagai alat sisa 
pengembalian dan uang lebih bernilai dari pada permen. Sehingga jual 
beli sesuai aturan syariat Islam, yaiu jual beli dengan jalan perniagaan 
yang berlaku suka sama suka. 
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